Menimbang

[ SALINAN ]

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan manajemen pegawai
aparatur sipil negara perlu mempertimbangkan nilai
jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan hasil analisis
dan evalusi jabatan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Pejabat
Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Kelas Jabatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini
sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Bulungan
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal
jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk

memberikan kejelasan nilai dan bobot jabatan yang dianggap

adil guna pemeringkatan jabatan di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pola dan standar

dalam pemeringkatan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

(1)

BAB II
KELAS JABATAN

Pasal 4
Kelas Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis

jabatan dan evaluasi jabatan.
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Salinan sesuai dengan aslinya
ERAH KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARI

-5-

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Kelas Jabatan bagi jabatan fungsional ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 42)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

bina Tingkat I / IVB

SYARWANI

NIP. 19700310 199303 1 008

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 7 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 17
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